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"The way of society treats its chil-
dren refleets not only its qualities
of compassion and protective caring,
but also its sense of Jjustice, Iits
commitment Lo the future and 1its
urge to enhance the human condition
Ffor coming generations. This is as
indisputably true of the community
of nations as it is of nations indi-

vidually.” {(Javier Perez de Cuellar,
1887)

PENGANTAR

Ungkapan mantan Sekretaris Jendersal PBB di atas kira
nya pantas . dikedepankan sebagai renungan awal sekaligus
sebagai "kacabrenggals” masyarakat negeri ini vang terke-
nal “lembah manah" dan berpegang pada azas “asah-agih-
asuh” dalam prosés pendidikan anak. Unghkapan itu dilontar
kan untuk menyambut lahirnya Resolusi PBB 44/25 tanggsal
20 November 1889 tentang Convention of The Rights of the
Child - Konvensi Hak-hak Ansak.

Resolusi PBB 44/25 lahir bukan dengan begitu sajs,
melainkan telah mengalami proses panjang, yaitu sejak ke-
hadiran Resclusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 November 1953,
Declaration of The Rights of the Child - Deklarasi Hak-
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*) Makalah Sumbangan dalam rangka Lokakarys tentang Peran
an Masyarakat Ilmiah dalam Penyebarlvasan Konvensi Hak
Anak dan Konvensi mengenai Penghapusan segals Bentuk Dis-
kriminasi Terhadap Wanita dalam kaitannya dengan Hak-hak
Arzasi Manusia, yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional
Pembinaan Anak dan Remaija, Kantor Menko Bidang Resejahte-
raan Rakyat, tanggal 12-15 Februari 1986 di Bandung.



hak Anak dan Pencanangan Tahun Anak Internasicnal 1879.
Sehinggs azas-azas yang terkandung di dalam Deklarasi itu
(10 azas hak-hak anah} tentunya bila ditelusuri ads keter
kaitannya dengan Re=solusi PBB 44/25 itu.

Indonesia sebagai negara anggota PBB tentunya teri-
kat pula untuk segers melakukan langkah-langkah kebijakan
berkaitan dengan hak-hak anak itu bila tidak ingin diksate
gorisasikan sebagai negara tertinggal dalam hal perhatian
nya terhadap Hak Azas Manusia khususnya tentang perlindu-
ngan hak-hak anak ini dalam kehidupan berbangsa dan berma
syarakat. Kebijakan itu tampaknya telah terwujud terutama
bila segala sesuatunysa diunkur dari adanya peraturan perun
dangan yang mengatur tentang hak-hak anak ini, yaitu de-
ngan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 53
tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak. Keberadaan Kepu
tusan Presiden itu tentunya masih harus ditindaklanjuti
dengan langkah-langksh kebijakan lainnya sehingga ketentu
an yang terkandung di dalamnya betul-betul diméngerti, di
terapkan di kalangan masyarakst luas. _

Mazvarakat luas dalam hal ini berarti seluruh lapis-
an masyarakat yang mempunysi kaitan dengan masalah perlin
dungan hak-hak anak. Peraturan perundangan spapun bentuk-
nya pada dassrnya bila dilihat dari adressatnya, maka ke-
tentuan yang ada di dalamnya mengatur baik pemegang peran
nya sendiri (anak-anak), pihak-pihak yang secara langdsung
berhubungan dengan pemegang peran - orang tua, guru seko-
lah, para rohaniwan, pekerja sosial, termasuk pula para
penegak hukum yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus
anak-anak (adopsi, pelakn kenakalan dan tindak pidana).

Atas dasar itu, maks sosialisasi Konvensi Hak-hak
Anak merupaksn langkah penting dalam rangksa menyebarluas-
kan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini di

masyarakat luas itu. Sosialisasi pada dasarnya dapatbt dila

"kukan melalui dus jalur, jalur litigasi dan Jjalur nonliti

gasi. Jalur litigasi bila sosialisasi itu dilakvhkan secs-

ra simultan pada saat penyelesaian masalah (kasus) vyang
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di dalamnya tersangkut anak-anak (misalnya adopsi, hkenaka
lan, atau kejahatan anak). Sementars ijalur nonlitigasi te
rarah pada usaha-usaha sosialisasi vang bukan bersifat
penyelesaian senghketa atau penvelesaian masalah yang me-
nyangkut anak. Bila sosialisasi ini dikaitkan dengan lem-
baga pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, maka se
cara garis besar model-model sosialisasi ini dapat dibeda
kan menjadi dua, ysitu (a) model harmonisasi kurikulum fa
kultas hukum dan (b) model kelembagaan beserta segala ss-
pek kegiatannys. Model harmonisasi kurikulum dilakukan de
ngan cara memasukkan materi konvensi hak-hak anak ke da-
lam materi perkuliahan. Langkah ini bisa dilakukan mela-
lui penyusunan suatu mata kuliah khusus tentang hak-hak
anak, atau melalui "penyusupan’ materi hak-hak asnsk ke da
lam materi mata kuliah yang sudah ada, misalnya dalam hu-
kum pidana (hukum pidana anak) atau kriminologi (kapita
selekta Juvenile Delinguency atan Juvenile Justice).
Selanjutnya sebelum pembicaraan terarah padsa papar-
an sekitar peran Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hu-
kum dalam usahs sosislisasi ini, ada baiknya disajikan se
cars deskriptif ketentuan yang terkandung di dalam Kon-
vensi Hak-~hak Anak itu, baru kemudian diketengahkan pemi-
kiran-pemikiran tentang ussha-usaha sosialisasi yang da-
pat dilakukan oleh Fakultas Hukum dalam memasyarakatkan

Konvenai Hak-hak Anak itu,

KORVENSE HAK-HAK ARAK 1989

Perhatian masyarakst internasional mengenai hak-hak
anak ini berkembang terus, pada tanggal 21 Desember 18976
Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi yang isinya menyata
kan tahun 1979 sebagsai Tahun Internasional Anak, bertepat
an dengan peringatah ulang tahun ke 20 Deklarasi Hak-hak
Anak. Resolusi tersebut disambut oleh Indonesia dengan
lahirnya Undang-Undang No. 4/1878 tentang Kesejahteraan
Anak. Perkembangan yang sangat berarti perhatian masyara-

kat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus me-
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rupakan tindak lanjut pencanangan Deklarasi Hak-hak Anﬂk
ini ialah dengan disahkan Resolusi PBB 44/25 - Conventon
on the Rights of the Child atau Konvensi Hak-hak Anak. In
donesia dalam kaitan dengaﬁ Resolusi yang disebut ter-
akhir menyambutnya dengan keluarnya Surst Keputusan Presi
den RI No. 53 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak.

Konvensi Hak-hak Anak yang disahkan pada tanggal 20
November 1988 dan tercantum dalam Resolusi PBB 44/25 ini
memiliki makna vang besar dalam konteks perjuangsn pembe-~
rian perlindungan hak-hak anak di lingkungan masyarakat
internasional. Hal ini tampak dari berbagai ungkapan di
bawah ini.

The Convention on the Rights of the Child, more than
any other instrumens in this Field, incorporates the
whole spectrum of human rights - e¢ivil, political,
economic, social and cultural - and provides that
respect and protection of all the children’'s rights
are the starting point for the full development of
potential of the individual in an atmosphere of free
dom, dignity and Jjustice. ... (Jan Martenson, 18920)

Today, with the adoption of the Convention on the
Rights of the Child, the Assembly has taken & new
and decisive step along the reoad towards ensuring
respect for the dignity and rights of the child; for
the rights of the child have now gone from a declars
tory statement of purpose Iinto what will become a
binding piece of interpational legislation. The Con-
vention is an important achievement by the United HNa
tions and shows the positive and constructive re-
sults which international co-operation can yield.
(Joseph N. Garba, 1888)

We Jjoin the Secretary General in this opinion and we
would like to add that this new treaty is an encoura
ging sign of humanity’ s ability to provide for the
needs of children and future generations. Thus the
Convention should be also be scen as Lhe cornerstone
of & new moral ethics for children. (James P Grant,
19380)

With the Convention on the Rights of the Child, the
United Nations has given the global community and in
ternational instriument of high quality protecting
the dignity, equality and basic human rights of the
world’'s children. (Javier Perez de Cuellar, 1988)






Ungkapan-ungkapan tersebut di atas, sedikit banyak
dapat dijadikan indikator betaps penting dan strategis ke
beradaan Konvensi Hak-hak Anak 1888 ini. Ia dianggap seba

gai landasan etik morsl baru bagi anak-anak.

Konvensi terdiri atas Mukadimah dan pasal-pasal. Se-
cara  -garis besar makna Konvensi zerta ketentuan yang ter-

tuang di dalamnya dapat diuvraikan berikut ini.

Pendaholuan

FPBB mengesahkan Konvensi ini berarti mengakul bahwa
anak mempunyal kebutuhan dan hak azasi yang cukup Juas
Jauh berkembang daripada konsep dasar sebelumnya tentang
perlindungan anak. Setelah 10 tahun melalui berbagai nego
siasi, bangsa-bangsa di dunia mendukung dokumen yang me-
lingkupi hak-hak sipil, ekonaomi, sosial, budaya dan poli-
tik bagi anak dan diterima sebagai suatu tantangan bagi
bangsa-~bangsa di dunia untuk segera menterjemahkannya da-
lam tindakan-tindakan nasionalnya. Konvensi digambarkan
secara luas sebagai "Magna Charta"” atsu "Bill of Rights"™
bagi Anak. Konvensi yang terdiri atas 54 pasal secara rin
ci mengatur hak-hak perorangan bagi seseorang yang beru-
sia di bawah 18 tahun untuk mengembanghkan kemampuan diri
bebas dari kelaparan dan kekurangan, keterlantaran, peme-
rasan, atau bentuk-bentuk penyalahgunaan lain. Pertang-
gungiawvaban akan hak-hak anak ini sepenuhnya tergantung
pada upaya penterjemahan aras-aras Ini ke dalam hukum na-
sional, perencanaan tindakan dan alokasi sumber daya yang
ada. Apa yang telah dilakukan oleh Konvensi adalah meman-
cangkan kepentingan anak di dalam agenda utama, baik na-
sional maupun internasional, sementara penempatan pertang
gungjawaban pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya, pertama-
tama berada di tangan keluarga, baru kemudian pemerintah
dan akhirnya masyarakat luas.

Ratifikasi dan Implementasi

Pada tanggal 25 Januari 1890, Konvensi ini telah di-
tandatangani 61 negara anggota PBB. Fenandatanganan Kon-

“vensi ini dirasskan sebasgai suatu sikap kesukarelaan bang

sa-bangsa untuk memberikan perhatian dan mempertimbanghkan
secara serius peratifikasian dokumen itu dan sebegitu 20
bangsa-bangsa telah meratifikasikannys, Konvensi segera
akan diteraphkan sebagai instrumen internasional bagi Nega
ra-negara di dunia. Proses ratifikasi oleh negara anggota
secara individual biasanya memerlukan waktu. FProses terse
but biasanyva menuntut persetujuan parlemen dan pemerintah







yvang selanjutnya akan menyusun Draft atau memodifikasi hu
kum nasionalnya untuk menyvesuaikan dengan ketentuan-keten
tuan Konvensi. Dengan ratifikasi Itu suatu negara menyata
kan secara sukarela heterikatannva pada ketentuan-ketentu
tuan Kenvensi dan dengan sendirinya harus bisa mempertang
gungjawabkannys secara internasional bila negara itu ga-
gal dalam penerapannys.

Kenvensi menyusun perangkat ukuran yang dikaitkan de
ngan penelantaran dan penyalahgunaan yang dialasmi anak di
semua negara dalam segala tingkatan. Konvensi mengakui he
lemahan dan ancaman hak-hak civil, politik, ekonomi, so-
siokultural anak sebagai unsur yang satu sama lain saling
tergantung (interdependensi) sehinggs penerapannya satu
sama lain harus saling menunjang. Konvensi membuat gebrak
an dalam wujud penerapan pendekatan holistik, dilandasi
adanya pengakunan bahwa meskipun anak mungkin sudah dipeli
hara secara layak (hak-hak sosial), hak mereka untuk ber-
kembang belumlah dapat dikatakan terlindungi, sejauh mere
ka itu belum menikmati pendidikan (hak-hak sosial dan bu-
daya), belum diperbolehkan untuk berperanserta dalam bi-
dansg kebudayaan dan sgama (hak-hak budaya) dan terlindu-
ngi dari ancaman-ancaman, seperti penshanan sewenang-we-
nang (hak-hak sipil) dan pemerasan di bidang pekeriaan
(hak-hak sosial dan ekonomi).

Konvensi juga mengakui anak sebagsi individu. dengan
segala kebutuhannya sesuai dengan tingkatan usia dan kema
tangannya. (Oleh karenanya, maknanya bisa lebih luas dari-
pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, hkarena mencakup pula
pada masalah keseimbangan antara hak-hak anak dengan hak
dan kewajiban orang tua atau pihak lain yang memiliki ta-
nggungiawab terhadap kehidupan, perkembangan dan perlindu
ngan anak, melaluil pemberian hak kepads anak-—-anak untuk
berperansertas dalam pengambilan keputusan yang mellbat-
kan dus belah pihak bailk untuk kepentingan masa kini mau-
pun masa mendatang.

Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan dan Peran
serta Ansk.

Menuvrut Konvensi ini, hak wuntuk hidup termasuk hak
untuk memperoleh kehidupan yang layak dan akses pada pela
yanan medis. Hak untuk tumbuh kembang termasuk memperoleh
pendidikan, akses pada Informasi, kesempatan untuk berma-
in, mengikuti kegiatan budays dan mengemukakan secars he-
bas pikiran, keyakinan dan agamanya. Perlindungsn terse-
but termasuk pula terhadap semua bentuk pemerasan dan ke-
kerasan, pemisahan secara paksa dari orang tuanysa, pe-
nyalahgunsan anak di dalam sistem peradilan pidana. Hak
untuk berpartisipasi termasuk kebebasan untuk mengemuka-
kan pendapat dan menyatakan sikap atas kehidupannya sendi
ri, sebagaimana juga hak untuk memainkan peranan aktif da
lam kehidupan sosial yang luas. Azas utama yang melandasi
Konvensi adalah bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus
selaln ménjadi pertimbangan utama,

Issh penting lainnya, khususnya ditujukan pada kewa-






Jiban yang harus dilakukan terhadap anak dalam situasi
tertentu, misalnyva pemenuhan kebutuhan anak-ansak pengung-
51 (pasal 22); perlindungan anak dari semua bentuk penghi
sapan termasuk di bidang seks (pasal 34-3F8); penyalahguna
~an obat (pasal 33); anak yang terlibat hejahatan (pasal
40);: adopsi antar negara (pasal 35); anak dalam situasi
peperangan (pasal 38-39): kebutuhan anak cacat (pasal 23)
- dan anak-anak golongan minoritas dan penduduk asli (pasal
33). .
Menurut Konvensi ini anak-ansk berhak memperoleh pea-
layanan kesehatan dan akses untuk memperoleh pelayvanan sa
kit dan rehabilitasi. Bila pemerintah secara ekonomi tak
mampu untuk memberikan pelayanan ini, maka perlu dijalin
kerjasama internasional untuk terjaminnya hak anak ini.
(pasal 24)

Orang tua adalah pihak yang pertama-tama bertanggung
Jawab bagi kehidupan yang layak bagi anak, baik secara fi
sik, kejiwaan, spirituval, maupun moral dan pertumbuhan ke
masyarakatannya, namun demikian negara dalam konteks Kon-
vensi ini diharapkan memberikan dukungan program-progran
bilamana diperiukan, khususnya dalam bidang gizi, paksian
dan perumahan (pasal 27)

Pendidikan adalah merupakan subyek pokok dari pasal
27 dan 28, untuk ini yang harus diterapkan adalah ketentu
an yang terkandung di dalam Konperensi Dunia tentang Fen
didikan vntuk Semua di Thailand (Maret 19890). Pendidikan
Dasar merupakan suvatu keharusan, bebas bagi semua anak,
dan harus diarshkan bagi tumbuh kembang kepribadian anak,
bakat anak, kemampuan alamiahnya, yang sesuai dengan iden
titas kultural, bahasa, dan nilai-nilai kulturalnya. Pene
kanan jugs diberikan pada persamaan kesempatan untuk mem-
peroleh pendidikan bagi pria dan wanita.

Apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk memben-
tuk pandangan atau pikirannya, pemikiran-pemikiran itu se
yogyanya dikaitkan dengan usia dan kematangan anak, satu
ketentuan khusus yang penting dalam proses yudisial dan
administratif harus secara langsung diterima oleh anak.
(pasal 12).

Semua pihak dalam kaitan dengan Konvensi ini diharap
kan untuk menetapkan batas minimum anak untuk bisa beker-
Ja sebagaimana halnys dengan pengaturan yang menetaphkan
Jam kerjia dan persyaratan untuk bekerda (pasal 32). Mere-
ka Juga waiib untuk melakukan tindakan baik secara multi-
lateral maupun bilateral guna memberikan perlindungan
anak terhadap semua bentuk pemerasan di bidang seks. (pa-
sal 34)

Pendekatan Universal

Konvensi dirancang dan diperhitungkan secara hati-ha
ti untuk diterapkan di berbagai perbedasan kondisi budaya,
politik dan ekonomi dari berbagai negara anggota, untuk
itu, Konvensi ditambahkan sebagai pelengkap Deklarasi Hak
hak Anak dengan azas utamanys @ umat manusia wajib membe-
rikan vang terbaik kepada anak. Pendekatan ini memberikan






ruang gerak bagi Konvensi untuk mendorong adanys bantuan
bangsa~bangsa yang karena kecilnyva sumberdaya untuk dapat
memberikan perhatian yang layak terhadap anak, sementara
Juga mengarahkan perhatiannya pada masalah serius tentang
kesejahteraan anak yang sering masih saja terjadi di nega
ra-negara kaya.

Pada mula perancangannya, berbagai pertanyaan timbul
apakah mungkin untuk menentukasn hak-hak universal anak ba
gi bangsa-hangsa yang berbeda persepsinys secara sosio-
ekonomi, agama dan hudaya terhadap masa anak-anak, peran-
an anak dalam keluarga dan masyarakat secara luas. Namun
mereka yang merancang Konvensi itu memilih cara pandang
bahwa meskipun metode membesarkan anak, sosialisasi dan
kesempatan 1itu berbeda dari satu negara ke negara lain,
niat untuk melindungi hak-hak anak dalam skala luas meru-
pakan kewajiban semua orang. Pengalaman menunjukkan bahwa
reaksi dari semus masyarakat dan bangsa secara esensial
sama apabila anak berada dalam posisi sebagai obyvek pe-
nyiksaan, terpisah dari keluarganya, terhalangi memperoc-
leh makanan dan kesehatan yang layak, atau menderita kare
na perang. Konvensi kemudian daripada itu, mencerminkan
satu kesepakatan bahwa meskipun cara penecapaian tujuan pe
menuhan hak-hak anak itu berbeda, dan skala prioritasnya
berbeda dari satu negara ke negara lain, tetap disitu ada
satu pemahaman dan penerimaan secara universal terhadap
prekondisi setiap anak untuk tumbuh kembang secara penuh
dan dalam suasana harmonis.

Fleksibilitas

Kekuatan inheren dari Ronvensi baru ini terletsk pa-
da sifat Fleksibilitasnya mengakomodasi berbagai macam
pendekatan terhadap berbagai bangsa dalam usahanya menca-
pai tujuan umum. Ia tidak melahirkan persoalan yang sensi
tif, melainkan telah menemukan cara-caras penyesuaian dari
berbagai kondisi budaya, agams dan nilai-nilai lainnya
yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan universal anak me
nurut caranya sendiri. Ketentuan tentang batas usia atas
anak 18 tahun, Konvensi masih memberikan pengecualian ba-
g1 negara-negara di mana usia anak secara mayoritas mung-
kin ditentukan lebih rendah dari 18 tahun itu. Konvensi
juga tidak menentukan secara khusus bagaimans orang tua
harus membesarkan anak-anaknya, tetapi sifatnya merang-
sang bahwa snak-anak pada dasarnya memiliki hak untuk me-
nerima perhatian dan perlindungan dari keluarganya dan ne
gara, di samping itu ditentukan juga wilayah-wilayah di
mana perhatian dan perlindungan bagi anak harus dipenuhi.

Dalam kasus-kasus yang peka, seperti pengangkatan
anak dan alternatif pengasuhan oleh keluarga, satu cara
ditemukan perlindungannya, seijauh mengijinkan semus pihak
urnntuk menerims ketentuan Konvensi. Dalam banyak hal pe -
ngangkatan anak sering menjelmakan dirinya kearah penya -
lahgunaan anak. termasuk perdagangan anak dan perbudakarn.
Untuk itu negara haruslah menangani anak-anak yang tak pu
nya orang tua dengan bimbingan yang diperlukan. Proses pe









ngangkatan anak haruslah secara hati-hati diatur, dan per
setujuan internasional harus diecari untuk menjiamin validi
tas hukumnya apabila orang tua yang menganghkat anak ingin
membawa anak pergi dari negara tempat kelahirannya.

Peranan dari Semua Pihak untuk Mewujudkan Cita-cita Kon-
vensi.

Dalam rangka mengadopsi Konvensi IiIni, anggota parle-
men, para guru, tokoh agama, medis massa dan lembaga non-
pemerintah, harus mengalihkan perhatiannya pada usaha-usa
ha untuk memastikan bahwa prioritas utama seyogyanya di-
berikan pada perencanaan nasional dan perundang-undangan
nasional yang ahkan secara praktis meneraphan pasal-pasal
Konvensi itu.

Bangsa atau negara yang telah meratifikasi diwajib-
kan untuk mengevaluasi bahwa hak-hak yang terkandung da-
lam Konvensi telah secara luas diketahui dan harus membe-
rikan laporan secara teratur usaha-usaha yang telah dila-
kukan untuk menghormati hak-hak itu. Laporan disampaikan
secara langsung pada Komite Hak-hak Anak, dan organisasi-
organisasi internasional lainnys, seperti UNICEF, ILO dan
UNESCQ. UNICEF atau lembaga PBB lainnya serta lembags non
pemerintah khusus, yang telah menyatakan kesediaannya un-
tuk memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya bilama-
na diperiunkan.

Khusus dalam kaitan dengan pokok bshasan ini, ingin
diketengahkan tersendiri ketentuan pasal 40 Konvenzi. Pa-
sal 40 berisi ketentuan tentang ansk yang karena satu dan
lain hal terlibat dalam pelanggaran hukum.

Pasal 40 Ronvensi

1. Negara-negara Anggota mengakul hak setiap anak

yvang dinyvatakan sebagali terdakwa atau diketahui

telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan
sedemikian rupa, sesuval dengan kemajuan pengerti-
ant eanak tentang harkat dan martabatnys, sambil
mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada
hak-hak azasi dan kebebasan pihak lain, dengsn te
tap mempertimbangkan usia dan keinginan anak da-
lam rangka mengintegrasikannya kemball sesuai de-
ngan peran konstruktifnya di masyarakat.

2. Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instru-
' men-internasional yang relevan, negara-negara ang
gota harus secara khusus menjamin bahwa

(a) Tidak boleh anak didakwa, dituntut, atau di -
nyatakan telah melanggar hukum pidana dengan






alasan perbuatan atau kelalaiannya itu tidak
dilarang oleh hukum nasional atau internasio-
nal pada saat perbuatan pelanggaran itu dila-
kukannya.

(b) Setiap anak yang didakwa atau dituntut seba
gai pelaku pelanggaran hukum pidana harus pa-
ling tidak dijamin hak-haknys berikut ini:

(i) anak dianggap tak bersalah sampai ada
pembuktian kesalahannya secara hukum;

(ii) anak berhak diberitahu dengan Jjelas dan
langsung tuduhan yang ditujukan terha-
dapnya, apabila perlu, dilskukan mela-
lui orang tuanya atau huasae hukumnya
dan kepada mereka diberikan bantuan hu-
kum dalam rangka persiapan pembelaannya

(iii) Demi untuk kepastian hukum dan mencegah
terjadinya penundaan penanganan, oleh
lembaga yang berkompeten, behas dan tak
memihak atau lembaga yudisial dalam
kerangka pemeriksaan yang Ffair sesual
hukum yang berlaku, anak harus didaempi-
ngi penasehat hukumnya, kecuali adanya
alasan-alasan demi kepentingan terbaik
anak, namun dengan tetap memperhatikan
usia dan situasi anak, orang tua atau
kuasa hukumnya.

(iv) Agar tidak ada paksaan dalam memberikan
kesaksian atau pengakuan bersalah;, pe -
ngujian terhadap kesaksian yg merugikan
anak dan untuk memperoleh kepastian bah
wa peranserta saksi dan pengujian kesakh
siannya betul-betul atas kehendak anak,
renguiian itu harus dilandaskan atas da
sar persamaan hak.

(v) Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran
hukum pidana, keputusan dan setiap tin-
dakan yang dijatuhkan harus dibawah pe-
ngawasan pihak vang lebih berkompetent,
bebas dan tak memihakh atau badan yudisi
al sesual ketentuan hukum yang berlaku.

(vi) Anak yang tidak memahami atau tidak bi-
sa berbicara bahasa yang digunakan, ha-
dibantu seorang penteriemah yang bebas.

(vii) Anak berhak menikmati privacynye di se
mnua tingkatan pemeriksaan.

Negara anggota dalam mendukung Konvensi ini harus
menetapkan Hukum, prosedur, pihak-pihak yang dibe
ri wewenang, lembaga-lembaga khusus untuk menanga
nl anak yang didakwsa, dituntut, atau dinyvatakan
sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana, secara
khusus . :
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(a) Penetapan batas usia minimal terendah bagil se
orang anak yvang dinyatakan belum layak dinyatakan
sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana;

(b)) Apabila diperlukan dan dikehendaki, tindskan
terhadap anak yang dilakukan tanpa melibatkan pro
ses peradilan, persyaratan hak azasi manusia dan
kuasa hukum harus dipenuhi.

4. Berbagai disposisi seperti perhatian, bimbingan,
an perintah pengawasan, konseling, probation, bim
bingan untuk membantu perkembangan., pendidikan,
program training vekasional dan alternatif lain
ke dalam lembaga, harus memungkinkan untuk menia-
min bahwa anak diperlakukan dengan cars-cara yang
sesuai dengan kesejahteraan manusia dan propor-
sional baik dengan keadaan lingkungan dan perbuat
annya.

Rangkuman

Dari keseluruhan vraian di atas, dapat dicatat bebe-

rapa hal penting antara lain yaitu

1.

Azas yang terkandung di dalam instrument internasional
yvang mengatur tentang Perlindungan Hak-~hak Anak ialsh
“Unat Manusia wajib memberikan yang Terbaik bagi Anak”
atau “Kepentingan terbaik bagi Anak harus selslu men-
Jadi Pertimbangan Utama" .

Deklarasi Hak-hak Anak vyang sifatnya “declaratory
statement™, ditindsklanjuti oleh Konvensi Hak-hak
Anak, menjadi  sesustu yang lebih bersifat “binding
piece of international legislation”, suatn ‘ketentuan
vang lebih bersifat mengikat dan terperinci yang ter-
tuang dalam pasal-pasal Konvensi. ‘
Ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi
mencerminkan suatu pendekatasn yang sifatnya holistik.
Hak-hak Anak tidak dilihat secara sempit, melainkan di
lihat secara luas sesuai spektrum Hak-Hak Azasi Manu-
sia, seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, =sosial-
budaya. Perwujudan akan terjaminnya hak-~hak snak baru
diakui bila keseluruhan hak-hak di atas‘sudah dipenuhi
Pengakomodasian vyang fleksibel terkandung dalam Kon-

vengi. Konvensi masih memberikan kelonggaran-kelonggar

H












III.

an terhadap berbagai kondisi sosial,budaya, agama dan
nilai-nilai lain yang dimiliki negara-negara dunia, Bs
tasan asnak yang ditetapkan sebagail seseorang yvang beru
sia di bawah 18 tahun, bersifat tidak kaku, kerena
magsih diberiksasn pengecualian bagi negara-negars di ma-
na usia anak secara mayoritas mungkin ditetapkan lebih
rendah atau mungkin lebih tinggi dari 18 tahun. .

5. Konvensi mewajibkan adanya perhatian khusus bagi anak-

anak yang dslam situasi tertentu sangat memerlukan ban
tuan dan perlindungsan, misalnya, anak pengungsi, anak
korban pemerssasan (termasuk di bidang seks), penyalsh-
gunasn obat bius, snak yang terlibat kejshatan, adopsi
anak, anak dalam situasi perang, anak cacat dan anak
dari golongan etnik tertentu, anak dari golongan mino-
ritas atau penduduk asli.

8. Keterlibatan semua pihak dalam mewujudksn Idealia Kon-

vensi sangat dikedepankan dalam Konvensi. Pemerintah,
Anggota Parlemen, Péndidik, Tokoh Agama, Media Massa
dan Lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) diminta untuk
mengarahkannya perhatiannya pada usaha-usaha perwujod-
an hak-hak anak serta sesegera mungkin dijadikan sgen-
da utama dalam perencanaan nasional dan sistem perun-

dang~undangan negara-negara di dunia.

7. Dalam kaitan dengan anak yang diketahui melakokan tin-

dak pidana, penanganannya ditekankan agar mengutamakan

Azas Kesejahteraan Anak dan Azas Proporsionalitas.

Fakultas Hukum dalsm Konteks Sosialisasi Konvensi Hak-hak
Anak.

Kalasu di atas telah disinggung tentang model-model
sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA),‘yang meliputi mo
del litigasi dan model nonlitigasi, dan kemungkinan mode 1
vang dapat dikembangkan khusus di lingkungan perguruan ti
nggi, utamanya fakultas hukum, maka dalam uraian berikut
disajikan penjelasan dari model-model itu.

. Dalam -dunia ilmu pengetahuan hukum dikenal adanya









\
adagium bahwa "masyarakat mengetahui hukum”. Adagium ter-
sebut secara sosiclogis merupakan satu pertanyaan yang sa
ngat perlu dicari kebenarannya. Artinya sampai seberapa
jauhkah tingkst pengetahuan masyarakat itﬁ terhadap hukum
vang berlaku ? Diperluksn masa-masa berapa lama suatu pro
duk hukum memasyarakat ? Langkah—lahgkah apakah agar sua-
tu produk hukum dapat secars efektif diketahui masyarakat
nysa ?'Kenisbian adagium dan tempo memasyarskatnys suatu
produk hukum di atas, mendorong dilakukannya kebijakan-ke
bijakan yang dapat sesegera mungkin membuat tahu masvara-
kat terhadap suatu produk hukum tertentu. (Ingat proses
sosialisasi produk legislatif kita yang berupa Undang-un-
dang No. 14 tahun 1982 tentang Lalu Lintas Jalan Raya be-
beraps saat lalu). '

Model Litigasi dan Nonlitigasi

Kebijskan-kebijakan pemerintah yang berups produk pe
raturan perundang-undangan dapat dimasyarakatkan melalui
model litigasi. Dalam hal ini terkandung pengertian bahwa
sosialisasi kebijakan yéng berupa peraturan perundangan
itu dilakukan dalam suatu bentuk senghketa hukum. Penangan
an kasus-kasus hukum oleh aparat penegak hukum dilskukan
dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang “"baru’
sejauh ketentuan perundangan itu tidak bertentangan
dengan azas-azas hukum yang berlaku dalam kehidupan hukum
misalnya, azas legalitas, azas lex specialis derogat gene
rali, dan lain-lainnys. Melalui langkah-langkah kasuistis
tentang sengketa hukum tertentu sosialisasi pun berlang-
sung. Hanya sajs karena sifatnya yang demikian sering so-
sialisasi itu memiliki sasaran terbatas. yaitu hanysa meli
batkan pihak-pihak yang herperkara, atau yang'térlibat da
lam kasus-kasus itu saja.

Dalam kaitan dengan hak-hak ansak, kiranya Jangkah so
sislisasi model ini dapat dilaskukan, khususnya bila kasus
yvang terjadi menyangkut masalah-masalah yang “melanggap”
azas-azas kesejahtersan anak, misalnya kasus-kasus tenaga






kerja anak-anak, penelantaran anak, pemerssan anak, penya
lahgunaan anak guna kepentingan kalsngan orang tua, pele-
cehan sekszual anak, eksploitasi anak dan sebagainya. Pi-
hak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus demikian mela-
lui model litigasi dapat menjsdi sasaran sosialisasi KHA
itu.

Sementara model nonlitigasi lebih mengarah pada upa-
va yang sifatnyas tidak merupakan sengketa hukum. Termasuk
model ini misalnya pembuatan akta-akta hukum yang menyang
kut anak. Sosialisasi KHA dapat dilakukan melalui perumus
an klausula-klsusula yang mencerminkan hak-hak anak itu
dalam akta-akts hukum tersebut. Misalnya akta-skta hukum
vang berhubungan dengan Pengangkatan Anak (adopsi anak),
Perwalian, Balail Harta Peninggsalan dalam hal pengurusan
harta anak, karena belum mampu mengelcla harta warisan,
dan sebagainya. Model ini tampsknya memiliki teba (lingk-

up) lebih luas dan sagarannya lebih merata.

Model Harmonisasi Kurikulum dan Kelembagaan

Dalam model ini lebih khusus ditujukan pada linghung
an lembaga pendidikan tinggi dan lingkungan masyarakat 11
miah, khususnys sesuai puls dengan Jjudul sajian ini, ia-
lah fakultas hukum beserta segals aspek yang ada di dalam
nya. Dengan telah ditetapkannya Kurikulum Nasioconal Pro-
gram Sarjans di dalam Pendidikan I[lmu Hukum, maks misi so
sialisasi KHA dapat dilakukan dengan melandaskan diri pa-~
da ketentuan tentang kurikulum nasional itu.

Rila ditelaah, kurikulum nasional itu di dalamnva
terkandung adanys Kurikulum Nasional dan Kurikulum Lokal.
Masalahnya sosialisssi KHA itu aksn diarahkan ke mana. Bl
la teba (lingkup) nysa ingin mendasar dan nasionsal aifat-
nya, maka perlu diajukan usulan pembenahan agar materi
KHA dapat menjadi mata kulish tersendiri. Usulan demikian
tampaknya agak repot dilakukan, mengingat bahwa penetapan
kurikulum wajib itu ada rambu-rambunya vang menyangkut Jju
miah SKS dan content subyek-subyek mata kuliahnya. Billa



ini dirasakan agar merepotkan mungkin dapat dilakukan de-
ngan cara harmonisasi, yaitu mencoba melakukan penelusur-
an mata-mats kulish dari Kurikulum Nasional itu yang da-
pat "dititipi" azas-azas yang terkandung dalam KHA itu.
Apakah dalam Mata Kuliah Dasar Umum, Mata Kuliah Dasar Ke
ahlian, ataukah yang lainnya. Apabila sosialisasi KHA itu
tidak nasional misinya, maka materi-materi KHA dapat dims
sukkan ke dalam Kurikulum Lokal, satu bagiasn dari kuriku-
lum yang supel sifatnya dan bersifat arbitrair sejauh ke-
pentingan wilayah tertentu menghendaki. Korikulum ini bia
sanya berisi muatan-muatan lokal. Dalam pembicaraan vyuang
terakhir ini, maka usulan mats kuliah khusus tentang Hak-
hak Anak dapat dilakuksn dengan pemberian bobot 5KS ter-
tentu. Penetapan matas kuliah khusus tentang hask-hak anak
ini harus dilakukan dengan tetap mengingat akan batss-ba-
tas maksimum SKS kelulusan dalam program Sarjana. Untuk
vang terakhir ini masih terbuka lebar adanys langkah-lang
kah khusus penetaspsn maeta kuliah "baru” yang berupa hak-
hak anak dan bisa jugé melalui langkah harmonisasi materi
hak-hak snak ke dalsm mata kuliah yang telah ada sebelum-
nys.

Sementars untuk model kelembagaan, tampaknya di ber-
bagai fakultas hukum, di dalamnya terdapat berbagai Kelom
pok-kelompok Kajian (dulu Pusat Kajian) yang memiliki ke-
khususan dalam orientssi kajisnnya. Berkaitan denigan so-
gsialisasi KHA ini dapat diarahkan pada upaya pembentuksan
Kelompok Kajian "baru” tentang Perlindungan Hak-hak Ansk
sesual dengan KHA, atau ia ditempatkan di bawah Kelompok
Kajian HAM. Pada kelompok mana berkumpul para pakar
dengan kekhususan kepakarannya sehingga Kelompok Kajian
tentang Hak-hak Anak ini bisa didekati melalui ancangan
multi bidang (hukum perdata, perburuhan, pidana; adminis-
trasi, internasional dan pakar-pakar ilmu-ilmu sosial dan
ilmu-ilmu behaviouristik). Di samping membentuk secara
khusus Kelompok Kajian tersendiri, langkah-langkah sosia-
lisasi dapat pula dilakukan melalui pemanfaatan Kelompok
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Kajian yang sudah ada di lingkungsn faskultas, misalnva Ke
lompok Kejian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Kriminologi,

Haokum & Wanita, HAM dan sebagainya.

Rangkuman
Dengan memperhatikan uraian di atas, maka secsra
singkat dapat dikemukakan pokok-pokok uraian berikut ini:

a. Sosialisasi KHA dapat dilakukan dengan model-model 1i-
tigatif masupun nonlitigatif.

b. Sosialisasi KHA di lingkungan pendidikan tinggi (fskul
tas hukum) dapat dilskukan dengan model harmonisasi ku
rikula maupun kelembagaan.

¢. Sosialisasi model harmonisasi dilakukan dengan tetap
mempertibangksn bobot SKS dan silabus yang telah dite-
tapkan oleh Keputusan Mendikbwd tentang KURNAS

d. Soszialisazl model kelembagaan dapat dilakukan dengan
pendidiran Kelompok Kajian KHA tersendiri maupun de-

ngan cara mendayagunakan Kelompok kajian vang ads.
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